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	 Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam 
pelaksanaan profesi hukum sekaligus menghadirkan tantangan terhadap 
penerapan hukum dan etika profesi. Penelitian ini bertujuan menganalisis 
implementasi hukum dan etika profesi dalam mewujudkan integritas dan 
tanggung jawab profesional di era digital serta mengidentifikasi tantangan 
dan upaya penguatannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif 
dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui penelaahan 
sepuluh jurnal ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan 
teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas, 
kejujuran, tanggung jawab, kompetensi, independensi, dan kepatuhan 
terhadap kode etik merupakan prinsip penting dalam membangun 
profesionalisme dan kepercayaan masyarakat. Perkembangan teknologi 
digital juga menimbulkan tantangan berupa pelanggaran privasi, 
penyalahgunaan informasi, pelanggaran hak cipta, serta risiko penggunaan 
teknologi tanpa pertimbangan etis. Penelitian menyimpulkan bahwa 
penguatan pendidikan etika, penegakan kode etik, pengawasan yang 
konsisten, dan peningkatan literasi digital diperlukan untuk mewujudkan 
profesionalisme hukum yang berintegritas dan bertanggung jawab. 
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PENDAHULUAN 
Profesi merupakan bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian, pengetahuan, dan 

keterampilan khusus serta dijalankan berdasarkan kejujuran dan tanggung jawab (Aprita & Mulkan, 
2022). Dalam bidang hukum, profesi memiliki kedudukan penting karena berkaitan langsung dengan 
perlindungan hak masyarakat dan penegakan keadilan. Hakim, jaksa, polisi, advokat, dan notaris 
menjalankan fungsi berbeda, tetapi saling mendukung dalam sistem hukum. Oleh karena itu, 
pelaksanaan profesi hukum tidak cukup mengandalkan kemampuan teknis, melainkan juga memerlukan 
pedoman moral dan etika sebagai dasar setiap tindakan profesional. Pedoman tersebut membantu 
memastikan bahwa kewenangan digunakan secara tepat, kepentingan masyarakat diperhatikan, dan 
keputusan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi. Pelaksanaan profesi yang berlandaskan nilai tersebut 
dapat mendukung terciptanya kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang tertib, adil, serta 
menghormati hak setiap orang (Wardani & Natsir, 2024). Nilai membentuk budaya kerja yang 
menghargai hukum dan mengutamakan kepentingan. 

Etika profesi menjadi landasan bagi praktisi hukum dalam menentukan perilaku yang patut 
ketika menjalankan kewenangan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kode etik mengatur 
hubungan profesional dengan klien, pengadilan, negara, sesama profesi, dan masyarakat. Pedoman 
tersebut memuat nilai kejujuran, keadilan, kepatutan, kemanusiaan, serta independensi yang harus 
diwujudkan dalam tindakan nyata. Dengan demikian, etika bukan sekadar aturan tertulis, melainkan 
komitmen moral untuk menjaga martabat profesi dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. 
Penerapan etika juga diperlukan ketika praktisi menghadapi pilihan yang tidak sepenuhnya diatur oleh 
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hukum tertulis. Dalam situasi tersebut, pertimbangan moral membantu menentukan tindakan yang 
bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain. Oleh sebab itu, etika profesi perlu diterapkan secara 
konsisten dalam pengambilan keputusan dan praktik sehari-hari (Wardani & Natsir, 2024). 
Penerapannya perlu didukung pembinaan dan keteladanan agar etika bukan formalitas administrasi. 

Integritas merupakan unsur utama yang menentukan kualitas pelaksanaan profesi hukum 
(Suputra, 2025). Sikap ini tercermin melalui kesesuaian antara prinsip moral, ketentuan hukum, dan 
tindakan profesional, terutama ketika praktisi menghadapi tekanan atau kepentingan tertentu. 
Profesional hukum dituntut bersikap objektif, jujur, adil, serta mempertimbangkan kepentingan 
masyarakat tanpa mengabaikan hak pihak yang dilayani. Integritas juga berkaitan dengan independensi 
karena keputusan profesional harus terbebas dari pengaruh yang mengganggu penegakan hukum. Tanpa 
integritas, kompetensi teknis berisiko disalahgunakan dan merugikan pencari keadilan. Karena itu, 
pembentukan integritas memerlukan pembiasaan nilai moral, keteladanan, dan lingkungan kerja yang 
mendukung perilaku etis. Upaya tersebut penting agar kepercayaan publik dapat dijaga secara 
berkelanjutan serta profesional hukum mampu menjalankan amanahnya dengan baik (Anam et al., 
2025). Prinsip ini penting ketika keputusan profesional memengaruhi hak dan kepentingan masyarakat 
luas dalam kehidupan bersama sehari-hari. 

Meskipun kode etik telah menjadi pedoman profesi hukum, penerapannya masih menghadapi 
berbagai persoalan (Wardani & Natsir, 2024). Pelanggaran berupa penyalahgunaan wewenang, konflik 
kepentingan, korupsi, dan pengabaian kerahasiaan dapat mencederai martabat profesi serta menurunkan 
kepercayaan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan belum cukup 
menjamin perilaku profesional. Diperlukan pengawasan konsisten, mekanisme penanganan 
pelanggaran yang adil, dan pemberian sanksi sesuai ketentuan. Upaya tersebut penting untuk 
melindungi masyarakat sekaligus mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Selain itu, 
organisasi profesi perlu memastikan bahwa pedoman etik dipahami dan diterapkan oleh anggotanya. 
Evaluasi berkala terhadap mekanisme pengawasan dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan 
memperbaiki penegakan kode etik. Dengan demikian, penguatan integritas dapat dilakukan secara 
nyata, terukur, dan berkelanjutan (Ramadhan, 2024). Penegakan transparan membangun persepsi 
bahwa setiap anggota profesi memiliki kedudukan setara di hadapan aturan yang berlaku bersama. 

Tanggung jawab profesional dalam bidang hukum mencakup dimensi hukum dan moral (Aprita 
& Mulkan, 2022). Setiap praktisi berkewajiban menaati peraturan perundang-undangan sekaligus 
menjalankan nilai etis yang melekat pada profesinya. Apabila pelanggaran menimbulkan kerugian, 
pihak terdampak perlu memperoleh perlindungan dan pelaku harus mempertanggungjawabkan 
perbuatannya melalui mekanisme yang berlaku. Tanggung jawab juga menuntut praktisi memahami 
batas kewenangan, menjaga kepentingan klien, serta menghindari tindakan diskriminatif. Penerapan 
tanggung jawab secara menyeluruh dapat memperkuat kredibilitas profesi dan membangun sistem 
peradilan yang dipercaya masyarakat. Hal ini membutuhkan kesediaan untuk menjelaskan keputusan, 
mengakui kesalahan, dan melakukan perbaikan apabila diperlukan. Tanggung jawab yang konsisten 
menunjukkan bahwa kewenangan bukan hak tanpa batas, melainkan amanah yang harus digunakan 
secara adil dan professional (Wardani & Natsir, 2024). Praktik tersebut mendorong hubungan 
profesional yang terbuka, saling menghormati, dan berorientasi pada penyelesaian masalah. 

Perkembangan teknologi informasi telah memperluas ruang kerja profesi hukum sekaligus 
mengubah cara pelayanan dan komunikasi dilakukan (Hanum et al., 2024). Penggunaan peradilan 
elektronik, kecerdasan buatan, big data, dan otomatisasi berpotensi meningkatkan efisiensi serta akses 
terhadap informasi hukum. Namun, pemanfaatan teknologi juga menimbulkan persoalan mengenai 
privasi, keamanan data, bias algoritmik, dan ketergantungan pada sistem digital. Karena itu, praktisi 
hukum perlu memiliki kecakapan teknologi yang disertai pemahaman etis. Inovasi harus mendukung 
pelayanan hukum tanpa menghilangkan pertimbangan manusia, keadilan, dan kemanusiaan dalam 
proses penegakan hukum. Pengetahuan digital juga membantu profesional menilai keandalan informasi 
dan mengenali potensi risiko. Penggunaan teknologi secara bijaksana memerlukan evaluasi serta 
pengawasan agar kemajuan digital tetap sejalan dengan prinsip hukum dan etika (Anam et al., 2025). 
Kompetensi diperbarui seiring perubahan perangkat, regulasi, serta kebutuhan masyarakat terhadap 
layanan hukum mudah diakses. 

Media sosial menjadi ruang bagi praktisi hukum untuk menyampaikan edukasi, membangun 
komunikasi, dan memperkenalkan layanan profesional (Hanum et al., 2024). Namun, aktivitas digital 
berisiko menimbulkan persoalan ketika informasi perkara dibagikan tanpa izin, data klien terungkap, 
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atau pendapat disampaikan tanpa kehati-hatian. Promosi berlebihan, penyebaran informasi yang belum 
terverifikasi, dan komentar yang menyerang pihak tertentu dapat mengganggu independensi serta 
reputasi profesi. Oleh sebab itu, penggunaan media sosial harus memperhatikan kode etik, kerahasiaan, 
kepatuhan hukum, dan batas antara ekspresi pribadi dengan tanggung jawab profesional di ruang publik. 
Praktisi juga perlu menilai kebenaran informasi sebelum menyebarkannya serta menjaga komunikasi 
yang santun. Sikap tersebut membantu mencegah kesalahpahaman dan mempertahankan kepercayaan 
masyarakat terhadap profesi hukum (Asroor et al., 2026). Penggunaan bijak membantu menjaga batas 
komunikasi, mencegah kesalahpahaman, dan menunjukkan komitmen terhadap standar profesi di ruang 
digital. 

Selain media sosial, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan persoalan etika dalam 
perlindungan hak cipta. Kemudahan mengakses, menggandakan, dan menyebarkan karya melalui 
internet dapat meningkatkan risiko penggunaan karya tanpa izin. Kondisi tersebut menuntut praktisi 
untuk memahami ketentuan perlindungan hak cipta serta menghormati hak pencipta. Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi dasar hukum yang perlu diperhatikan dalam 
penggunaan dan penyebaran karya digital. Rangkuti et al., (2025) menjelaskan bahwa pendidikan etika, 
pemantauan, kebijakan internal, dan kepatuhan terhadap regulasi diperlukan untuk meningkatkan 
kesadaran mengenai perlindungan hak cipta. Dengan demikian, tanggung jawab profesional di era 
digital juga mencakup penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual dan penggunaan informasi 
secara etis. Perlindungan tersebut mencerminkan penghormatan terhadap hasil karya orang lain serta 
mendorong terciptanya lingkungan digital yang bertanggung jawab, adil, dan menghargai kreativitas 
dalam praktik profesional. 

Perkembangan teknologi berbasis blockchain dan penggunaan smart contracts juga 
memperlihatkan perlunya penyesuaian tanggung jawab profesi hukum. Smart contracts memungkinkan 
ketentuan perjanjian dijalankan secara otomatis, tetapi pelaksanaannya tetap dapat menimbulkan 
persoalan mengenai keabsahan perjanjian, pemahaman para pihak, dan perlindungan konsumen. 
Otomatisasi tidak seharusnya menghilangkan peran manusia dalam menilai kepatutan serta dampak 
suatu keputusan. Hanum et al., (2024) menekankan pentingnya pemeriksaan hukum, perlindungan 
konsumen, dan pengawasan manusia dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Hal ini menunjukkan 
bahwa praktisi hukum perlu mengembangkan kompetensi digital tanpa mengesampingkan prinsip 
kehati-hatian, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, penerapan 
teknologi harus tetap berada dalam kerangka hukum dan etika profesi. Prinsip tersebut perlu diterapkan 
secara cermat dalam setiap pengambilan keputusan agar hak dan kepentingan pengguna tetap 
terlindungi serta tanggung jawab profesional tetap terjaga di tengah perubahan zaman. 

Sejumlah penelitian terdahulu membahas etika profesi hukum, integritas aparat, penerapan 
kode etik advokat, serta tantangan penggunaan media sosial dan teknologi digital (Wardani & Natsir, 
2024). Kajian tersebut menunjukkan bahwa pengawasan, pendidikan etika, perlindungan data, dan 
penyesuaian pedoman profesional diperlukan untuk menghadapi perubahan. Berdasarkan telaah 
referensi yang digunakan, artikel ini memusatkan perhatian pada keterkaitan implementasi hukum, etika 
profesi, integritas, dan tanggung jawab profesional. Fokus tersebut dibahas dalam konteks 
perkembangan digital untuk memberikan gambaran terpadu mengenai tantangan dan penguatan 
profesionalisme hukum pada masa kini. Pembahasan juga memperhatikan perlunya menyeimbangkan 
pemanfaatan inovasi dengan perlindungan hak masyarakat. Dengan menghubungkan berbagai sudut 
pandang literatur, artikel ini berupaya menunjukkan bahwa penerapan etika tidak dapat dipisahkan dari 
aturan hukum dan akuntabilitas professional (Anam et al., 2025). Kajian ini menempatkan teknologi 
sebagai konteks yang memperluas tanggung jawab profesional. 

Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi hukum dan etika profesi dalam mewujudkan 
integritas serta tanggung jawab profesional di era digital, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan 
upaya penguatannya. Secara teoretis, pembahasan ini diharapkan memperkaya kajian hukum mengenai 
hubungan norma hukum, etika, dan profesionalisme dalam perkembangan teknologi. Secara praktis, 
artikel ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dan organisasi profesi dalam 
memperkuat kepatuhan kode etik, menjaga integritas, melindungi kepentingan masyarakat, serta 
meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Selain itu, kajian ini diharapkan 
mendorong perhatian terhadap pengembangan literasi digital dan pengawasan profesional yang relevan. 
Dengan demikian, tujuan artikel tidak hanya menjelaskan persoalan yang muncul, tetapi juga 
memberikan gambaran mengenai arah penguatan profesionalisme hukum secara lebih luas dan 
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berkelanjutan. Sintesis menjadi pijakan untuk menguraikan urgensi integritas, tanggung jawab, dan 
penyesuaian etika dalam praktik digital. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library 
research). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami dan menganalisis implementasi 
hukum serta etika profesi dalam mewujudkan integritas dan tanggung jawab profesional di era digital 
berdasarkan sumber tertulis yang relevan. Fokus kajian diarahkan pada pemahaman konsep, prinsip, 
ketentuan, serta berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan profesi hukum seiring 
perkembangan teknologi. Melalui penelitian kepustakaan, peneliti dapat menelaah pemikiran dan 
temuan yang telah dipublikasikan tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung melalui 
wawancara, observasi, maupun kuesioner. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menguraikan makna 
dan keterkaitan antarkonsep secara mendalam, bukan untuk menguji hubungan antarvariabel secara 
statistik. Dengan demikian, metode ini dinilai sesuai untuk membangun pemahaman mengenai 
penerapan hukum dan etika profesi serta tantangan profesionalisme dalam lingkungan digital secara 
mendalam dalam praktik profesi hukum Indonesia kontemporer. 

Pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber tertulis secara 
daring. Bahan yang dikaji mencakup artikel jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan 
hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan hukum, etika profesi, integritas, tanggung 
jawab profesional, serta perkembangan teknologi digital. Penelusuran dilakukan melalui portal 
publikasi ilmiah dan situs resmi agar bahan yang diperoleh dapat ditelusuri serta sesuai dengan fokus 
kajian. Sumber dipilih dengan mempertimbangkan relevansi isi, kredibilitas penerbit, dan 
keterkaitannya dengan permasalahan penelitian. Artikel ilmiah digunakan untuk memperoleh 
pandangan akademik dan hasil kajian sebelumnya, sedangkan peraturan perundang-undangan 
digunakan untuk memahami landasan hukum yang berlaku. Seluruh bahan yang terkumpul kemudian 
ditelaah untuk menentukan informasi yang mendukung pembahasan. Proses ini dilakukan secara 
selektif agar kajian tetap terarah pada tujuan penelitian dan tidak memasukkan informasi yang kurang 
relevan dalam konteks profesi hukum Indonesia kontemporer. 

Analisis bahan penelitian menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Tahap analisis dilakukan 
dengan membaca sumber yang telah dipilih, mengidentifikasi informasi penting, mengelompokkan 
pembahasan berdasarkan tema, serta menginterpretasikan keterkaitan antarinformasi. Tema analisis 
meliputi implementasi hukum, prinsip etika profesi, integritas, tanggung jawab profesional, dan 
tantangan yang muncul akibat pemanfaatan teknologi digital. Informasi dari berbagai sumber kemudian 
dibandingkan untuk melihat kesamaan, perbedaan, serta kontribusi masing-masing kajian terhadap 
persoalan yang diteliti. Hasil telaah juga dihubungkan dengan ketentuan hukum dan prinsip 
profesionalisme agar pembahasan memiliki landasan konseptual yang jelas. Selanjutnya, temuan 
disusun secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif. Melalui proses tersebut, penelitian berupaya 
memberikan pemahaman mengenai bagaimana hukum dan etika profesi diterapkan, tantangan yang 
dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat integritas dan tanggung jawab 
profesional di era digital dalam praktik profesional yang terus berkembang pesat. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap sepuluh jurnal yang membahas hukum, etika profesi, 
integritas, tanggung jawab profesional, dan perkembangan teknologi digital, ditemukan bahwa 
penerapan hukum dan etika profesi memiliki peran penting dalam membentuk perilaku profesional yang 
berintegritas. Integritas, kejujuran, tanggung jawab, kompetensi, independensi, dan kepatuhan terhadap 
kode etik merupakan prinsip utama yang perlu dimiliki setiap tenaga profesional, khususnya dalam 
bidang hukum. Prinsip tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan pekerjaan sekaligus landasan 
untuk menjaga kehormatan profesi. Penerapan nilai-nilai tersebut juga berperan dalam membangun 
kepercayaan masyarakat terhadap profesional dan lembaga hukum. Dengan demikian, profesionalisme 
tidak hanya dinilai dari kemampuan menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga dari kesesuaian tindakan 
dengan aturan dan nilai moral yang berlaku (Ramadhan, 2024). 

Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan peluang 
sekaligus tantangan bagi penerapan etika profesi. Pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi 



Fauziah Debryanti Razak & Nur Fadhilah Mappaselleng (2026).   
LEXARA: Journal of Law and Legal Studies Vol. 1 No. 3 2026 
E-ISSN : 3164-5763 
 

 
 

151 

dapat membantu penyebaran informasi hukum, meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, 
memperluas jaringan, serta mendukung pelayanan profesional secara efisien. Namun, penggunaan 
teknologi juga menimbulkan risiko berupa penyebaran informasi yang tidak benar, pelanggaran privasi, 
penyalahgunaan data, konflik kepentingan, dan penurunan reputasi profesi. Risiko tersebut dapat 
muncul ketika tenaga profesional tidak mempertimbangkan kebenaran informasi dan dampak dari 
aktivitasnya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi perlu diimbangi pemahaman hukum, literasi 
digital, dan kesadaran etis agar setiap aktivitas tetap sesuai dengan tanggung jawab profesional serta 
tidak merugikan masyarakat luas (Hanum et al., 2024). 

Selain itu, hasil kajian memperlihatkan bahwa penerapan kode etik dan pengawasan profesi 
masih menghadapi sejumlah kendala. Permasalahan seperti konflik kepentingan, penyalahgunaan 
wewenang, lemahnya pengawasan, serta kurang efektifnya pemberian sanksi dapat menghambat 
terwujudnya profesionalisme. Keberadaan aturan hukum dan kode etik belum cukup apabila tidak 
disertai pelaksanaan yang konsisten. Pelanggaran yang dibiarkan dapat mengurangi kredibilitas 
individu maupun lembaga, bahkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh 
karena itu, penguatan pendidikan etika, penegakan kode etik, pemberian sanksi yang tepat, serta 
pengawasan independen sangat diperlukan untuk menjaga integritas dan tanggung jawab para 
profesional. Upaya tersebut perlu menjadi komitmen kuat bersama seluruh individu, organisasi profesi, 
serta lembaga pengawas terkait (Wardani & Natsir, 2024). 

Hasil kajian literatur juga memperlihatkan bahwa tanggung jawab profesional perlu diterapkan 
pada penggunaan teknologi yang semakin kompleks, termasuk dalam pemanfaatan smart contracts 
berbasis blockchain. Pelaksanaan kontrak secara otomatis tidak menghilangkan kebutuhan terhadap 
pemeriksaan hukum, perlindungan konsumen, dan pertimbangan manusia. Risiko dapat muncul ketika 
pengguna tidak memahami ketentuan kontrak atau tidak memperoleh informasi yang memadai sebelum 
menyetujuinya secara sadar dan sukarela oleh pengguna. Oleh sebab itu, tenaga profesional perlu 
memastikan bahwa penggunaan teknologi tetap memperhatikan keabsahan perjanjian, kepentingan para 
pihak, dan keadilan. Pengawasan manusia serta pendekatan yang menghargai martabat pengguna 
menjadi bagian penting dalam menjaga tanggung jawab profesional di lingkungan digital modern yang 
terus berkembang saat ini (Hanum et al., 2024). 

Temuan lainnya menunjukkan bahwa penguatan etika profesi juga berkaitan dengan 
perlindungan hak dan kepentingan masyarakat dalam penggunaan karya serta informasi digital. 
Kemudahan mengakses, menyalin, dan menyebarkan suatu karya dapat meningkatkan risiko 
pelanggaran hak cipta apabila tidak disertai pemahaman terhadap ketentuan hukum. Karena itu, tenaga 
profesional perlu menghormati hak pencipta, menggunakan informasi secara bertanggung jawab, dan 
mematuhi peraturan yang berlaku. Pendidikan etika, kebijakan internal, pemantauan, serta kerja sama 
antara lembaga pendidikan dan organisasi profesi dapat membantu meningkatkan kesadaran tersebut. 
Hal ini memperlihatkan bahwa integritas profesional tidak hanya diwujudkan melalui hubungan dengan 
klien, tetapi juga melalui penghormatan terhadap hak orang lain di ruang digital yang terbuka saat ini 
(Rangkuti et al., 2025). 

Hasil penelaahan juga menunjukkan bahwa integritas profesional perlu didukung oleh 
kompetensi dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan kerja. Penguasaan 
pengetahuan dan keterampilan menjadi hal penting, tetapi harus disertai sikap objektif, kejujuran, dan 
kesediaan mempertanggungjawabkan setiap keputusan. Tenaga profesional yang memiliki kompetensi 
baik diharapkan mampu memberikan pelayanan sesuai standar profesi serta menghindari tindakan yang 
dapat merugikan pihak lain. Selain itu, perkembangan teknologi menuntut adanya peningkatan 
pengetahuan secara berkelanjutan agar profesional mampu menghadapi persoalan baru tanpa 
mengabaikan prinsip moral dan ketentuan hukum. Dengan demikian, kompetensi tidak hanya berkaitan 
dengan kemampuan teknis, tetapi juga mencakup kedewasaan dalam mengambil keputusan dan 
menjalankan kewajiban profesional secara bertanggung jawab (Andriyana et al., 2024). 

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi hukum dan etika 
profesi memerlukan keterlibatan berbagai pihak agar dapat berjalan secara efektif. Individu profesional 
perlu memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan dan menjaga integritas, sedangkan organisasi profesi 
bertanggung jawab menyediakan pedoman, pembinaan, serta mekanisme pengawasan yang jelas. 
Lembaga pendidikan juga berperan dalam menanamkan nilai etika dan meningkatkan pemahaman 
mengenai tanggung jawab profesional sejak proses pembelajaran. Sinergi tersebut diperlukan agar 
penerapan etika tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi berkembang menjadi kebiasaan dalam 
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lingkungan kerja. Upaya ini semakin penting di era digital karena perubahan teknologi dapat 
menghadirkan persoalan yang membutuhkan penyesuaian aturan dan perilaku profesional. Oleh karena 
itu, penguatan budaya etis menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap 
profesi hukum (Suputra, 2025). 
 
Pembahasan 
Implementasi Hukum dan Etika Profesi dalam Membentuk Integritas 

Hukum dan etika profesi merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam membentuk 
integritas profesional. Hukum memberikan batasan mengenai tindakan yang diperbolehkan maupun 
dilarang, sedangkan etika profesi menjadi pedoman moral dalam menentukan sikap ketika seseorang 
menjalankan tanggung jawab pekerjaannya. Dalam profesi hukum, penerapan keduanya diperlukan 
agar tindakan profesional tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi juga 
memperhatikan keadilan dan kepentingan masyarakat. Integritas tercermin melalui kejujuran, 
konsistensi, tanggung jawab, serta kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Seorang profesional yang 
berintegritas akan menjalankan kewenangannya secara hati-hati dan tidak menyalahgunakan 
kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, hukum berperan menjaga kepastian dan 
ketertiban, sementara etika memperkuat kesadaran moral dalam pelaksanaannya. Pandangan ini sejalan 
dengan Suputra (2025), yang menempatkan integritas sebagai dasar penting profesionalisme dan 
penegakan hukum dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara profesional. 

Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian Aprita & Mulkan (2022), yang menjelaskan 
bahwa etika profesi hukum berperan sebagai pedoman moral bagi praktisi hukum dalam menjalankan 
tugas dan kewenangannya. Kode etik diperlukan untuk menjaga kehormatan profesi sekaligus 
melindungi masyarakat dari penyalahgunaan keahlian maupun kekuasaan. Keberadaan aturan tertulis 
saja belum cukup apabila tidak disertai kesadaran untuk menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. 
Oleh karena itu, implementasi etika profesi perlu diwujudkan melalui perilaku nyata, seperti 
mengutamakan kejujuran, menjunjung keadilan, menjaga independensi, menghormati hak pihak lain, 
serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Penerapan prinsip 
tersebut juga membantu profesional menghadapi situasi yang mengandung dilema moral. Dengan 
demikian, kode etik bukan sekadar formalitas organisasi, melainkan pedoman yang membentuk 
perilaku dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi hukum secara konsisten dalam setiap 
keadaan demi menjaga kepercayaan masyarakat luas. 

Integritas juga berkaitan erat dengan profesionalisme dan kompetensi. Seseorang yang 
memiliki kemampuan teknis belum tentu dapat disebut profesional apabila tidak mampu 
mempertanggungjawabkan tindakannya secara etis. Profesionalisme menuntut keseimbangan antara 
pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Kualitas seorang 
profesional karena itu tidak hanya dinilai berdasarkan keberhasilannya menyelesaikan pekerjaan, tetapi 
juga berdasarkan proses dan cara yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Dalam bidang hukum, 
kemampuan memahami peraturan perlu disertai keberanian bersikap objektif, menghormati hak setiap 
pihak, dan menghindari penyalahgunaan kewenangan. Temuan ini sejalan dengan Andriyana et al., 
(2024), yang menekankan pentingnya tanggung jawab, keadilan, otonomi, dan integritas moral dalam 
pelaksanaan etika profesi di tengah perubahan sosial. Perpaduan kompetensi dan moralitas menjadi 
landasan profesionalisme yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap pelaksanaan tugas 
profesional secara konsisten. 

 
Tanggung Jawab Profesional dalam Menghadapi Perkembangan Era Digital 

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara tenaga profesional menjalankan aktivitas 
dan berinteraksi dengan masyarakat. Dalam bidang hukum, teknologi dapat dimanfaatkan untuk 
menyampaikan informasi, memberikan edukasi hukum, membangun komunikasi, serta meningkatkan 
akses masyarakat terhadap layanan profesional. Media sosial juga memberikan kesempatan bagi 
advokat untuk memperkenalkan kemampuan, menyampaikan kegiatan, dan memperluas jaringan 
profesional. Meskipun demikian, pemanfaatannya harus tetap memperhatikan batasan etika, terutama 
dalam menjaga kerahasiaan informasi, melindungi privasi klien, dan memastikan kebenaran informasi 
yang disampaikan kepada publik. Tenaga profesional juga perlu memisahkan kepentingan pribadi dari 
kewajiban profesinya ketika menggunakan platform digital. Hal tersebut penting karena aktivitas daring 
dapat memengaruhi citra dan kepercayaan terhadap profesi. Hanum et al., (2024) menjelaskan bahwa 
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media sosial berperan dalam pengembangan karier advokat, tetapi penggunaannya tetap membutuhkan 
sikap bijaksana dan bertanggung jawab secara terbuka dan proporsional. 

Penggunaan media sosial yang tidak disertai tanggung jawab dapat menimbulkan permasalahan 
bagi individu maupun lembaga profesional. Penyebaran informasi yang belum terverifikasi, konten 
menyesatkan, dan pengungkapan informasi rahasia dapat merusak reputasi serta mengurangi 
kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, tenaga profesional perlu mempertimbangkan kebenaran, 
tujuan, dan dampak setiap informasi yang dibagikan melalui media digital. Tanggung jawab profesional 
tidak hanya berlaku ketika seseorang menjalankan tugas secara langsung, tetapi juga mencakup perilaku 
dan aktivitasnya di ruang digital. Batas antara komunikasi pribadi dan profesional perlu diperhatikan 
agar unggahan tidak menimbulkan kesalahpahaman atau merugikan pihak lain. Selain itu, penggunaan 
media sosial harus tetap menghormati ketentuan hukum dan kode etik profesi. Ramadhan (2024), 
menjelaskan bahwa perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru bagi profesi hukum 
sehingga diperlukan penguatan kode etik dan pengawasan terhadap perilaku profesional dalam 
organisasi. 

Tantangan tanggung jawab profesional juga terlihat dalam penggunaan teknologi yang lebih 
kompleks, seperti smart contracts berbasis blockchain. Teknologi tersebut memungkinkan perjanjian 
dijalankan secara otomatis berdasarkan ketentuan yang telah diprogram. Namun, otomatisasi tidak 
menghilangkan kebutuhan terhadap pertimbangan hukum dan tanggung jawab manusia. Risiko seperti 
keterbatasan pemahaman pengguna, perlindungan konsumen, kesalahan dalam pemrograman, serta 
kemungkinan munculnya ketidakadilan menunjukkan bahwa teknologi tetap memerlukan pengawasan 
dari pihak yang memiliki kompetensi hukum. Profesional perlu memastikan bahwa penggunaan sistem 
digital tidak mengabaikan hak dan kepentingan para pihak. Selain itu, penjelasan mengenai mekanisme 
kontrak harus dapat dipahami oleh pengguna sebelum mereka menyetujuinya. Hanum et al., (2024) 
menekankan pentingnya tanggung jawab profesional, perlindungan konsumen, dan pendekatan digital 
humanism agar pemanfaatan teknologi tetap memperhatikan martabat manusia serta keadilan substantif 
secara berkala melalui evaluasi internal organisasi. 

Penerapan etika profesi dalam bidang teknologi informasi juga berkaitan dengan perlindungan 
hak cipta. Kemudahan mengakses, menyalin, mengubah, dan menyebarkan karya digital dapat 
meningkatkan risiko penggunaan karya tanpa izin pencipta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 
tenaga profesional perlu memahami ketentuan hukum mengenai penggunaan dan perlindungan karya, 
termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penghargaan terhadap hak cipta 
merupakan bagian dari tanggung jawab karena setiap karya memiliki hak moral dan hak ekonomi yang 
perlu dihormati. Dalam praktik digital, profesional sebaiknya mencantumkan sumber, meminta izin 
apabila diperlukan, serta tidak mengklaim karya orang lain sebagai miliknya. Kesadaran tersebut juga 
penting untuk membangun budaya kerja yang menghargai kreativitas. Rangkuti et al., (2025), 
menjelaskan bahwa pendidikan etika, pengawasan, kebijakan internal, dan kepatuhan terhadap regulasi 
diperlukan untuk meningkatkan kesadaran profesional dalam menghargai hak cipta di dunia digital. 

 
Tantangan Penerapan Etika Profesi dan Upaya Penguatannya 

Penerapan etika profesi masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari individu 
maupun lingkungan organisasi. Konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, lemahnya 
pengawasan, dan kurangnya pemahaman terhadap kode etik dapat menyebabkan seseorang 
mengabaikan tanggung jawab profesionalnya. Tantangan tersebut dapat muncul ketika kepentingan 
pribadi lebih diutamakan daripada kewajiban profesi atau ketika organisasi tidak memiliki mekanisme 
pengawasan yang memadai. Apabila pelanggaran tidak ditangani secara tegas, kepercayaan masyarakat 
terhadap profesi dan lembaga yang menaunginya dapat menurun. Keadaan ini juga berpotensi 
melemahkan legitimasi lembaga hukum dalam menjalankan fungsinya. Oleh sebab itu, keberhasilan 
penerapan etika profesi bergantung pada kesadaran individu sekaligus komitmen organisasi dalam 
menegakkan aturan. Wardani & Natsir (2024), menyoroti pentingnya penerapan etika dalam 
menghadapi tantangan profesi serta menjaga perilaku profesional dalam praktik. 

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah memperkuat pendidikan dan 
pembinaan etika profesi secara berkelanjutan. Pendidikan etika tidak hanya bertujuan memberikan 
pemahaman mengenai aturan, tetapi juga membentuk kesadaran moral agar tenaga profesional mampu 
mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Materi pembinaan dapat mencakup integritas, 
kejujuran, independensi, konflik kepentingan, perlindungan informasi, dan tanggung jawab terhadap 
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masyarakat. Selain pendidikan, pengawasan yang independen dan pemberian sanksi secara konsisten 
diperlukan untuk memastikan setiap pelanggaran mendapatkan penanganan yang sesuai. Organisasi 
profesi juga perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang jelas dan dapat dipercaya. Langkah 
tersebut dapat mendorong kepatuhan sekaligus mencegah pelanggaran berulang. Suputra (2025), 
menjelaskan bahwa penguatan pendidikan antikorupsi, kode etik, pengawasan, dan budaya organisasi 
yang baik merupakan bagian penting dalam membangun integritas profesional serta evaluasi berkala 
oleh organisasi profesi. 

Upaya penguatan etika profesi juga harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan 
perubahan sosial. Tenaga profesional perlu meningkatkan literasi digital agar mampu memahami risiko 
penggunaan teknologi, menjaga keamanan informasi, serta menghindari penyalahgunaan media digital. 
Literasi tersebut mencakup kemampuan menilai keakuratan informasi, melindungi data pribadi, 
memahami jejak digital, dan menggunakan platform secara bertanggung jawab. Di samping itu, 
organisasi profesi dan lembaga pendidikan memiliki peran dalam memberikan pembinaan serta 
menyusun pedoman perilaku yang relevan dengan perkembangan zaman. Pedoman tersebut perlu 
diperbarui agar dapat menjawab persoalan baru tanpa mengabaikan prinsip dasar profesi. Dengan 
demikian, penerapan etika profesi tidak bersifat statis, melainkan berkembang mengikuti perubahan 
lingkungan kerja. Andriyana et al., (2024), menekankan pentingnya nilai etika dalam menghadapi 
perubahan sosial yang turut memengaruhi pelaksanaan profesi untuk menjawab kebutuhan masyarakat 
yang terus berubah. 
 
Keterkaitan Hasil Kajian dengan Penelitian Terdahulu 

Secara umum, hasil kajian menunjukkan kesesuaian dengan berbagai penelitian terdahulu yang 
menempatkan integritas dan etika profesi sebagai dasar dalam membangun kepercayaan masyarakat. 
Ramadhan (2024) menyoroti pentingnya kode etik dan pengawasan dalam menghadapi tantangan 
profesi hukum di era digital. Sementara itu, Aprita dan Mulkan (2022) menekankan peran etika profesi 
dalam mendukung penegakan hukum di Indonesia. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa 
profesionalisme tidak dapat dilepaskan dari kepatuhan terhadap aturan dan komitmen moral dalam 
menjalankan pekerjaan. Kesamaan pandangan ini memperkuat pemahaman bahwa integritas bukan 
hanya tuntutan pribadi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab profesi terhadap masyarakat. Dalam 
konteks tersebut, penerapan hukum dan etika perlu berjalan beriringan agar kewenangan profesional 
digunakan secara tepat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan demi menjaga kepentingan masyarakat 
luas. 

Kesamaan temuan juga terlihat pada pembahasan mengenai tanggung jawab profesional dalam 
penggunaan teknologi. Hanum et al., (2024) menunjukkan bahwa media sosial dapat mendukung 
pengembangan karier advokat, tetapi penggunaannya tetap memiliki risiko terhadap kerahasiaan, 
privasi, dan reputasi profesi. Sementara itu, Farhan et al., (2026) memperluas pembahasan pada 
penggunaan smart contracts yang memerlukan pengawasan manusia dan perlindungan konsumen. 
Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun teknologi memberikan kemudahan dalam 
aktivitas profesional, penerapannya tetap harus berlandaskan hukum dan etika. Perbedaan bentuk 
teknologi yang dibahas memperlihatkan bahwa tanggung jawab profesional berlaku dalam berbagai 
ruang digital, mulai dari komunikasi publik hingga pelaksanaan perjanjian otomatis. Oleh karena itu, 
tenaga profesional perlu memahami konsekuensi penggunaan teknologi dan memastikan bahwa 
efisiensi yang dihasilkan tidak mengurangi perlindungan hak masyarakat secara konsisten. 

Perbedaan penekanan antarp penelitian terletak pada ruang lingkup permasalahan yang dikaji. 
Sebagian penelitian lebih berfokus pada penegakan kode etik dan integritas dalam profesi hukum, 
sedangkan penelitian lainnya membahas tantangan khusus akibat penggunaan media sosial, 
perlindungan hak cipta, dan otomatisasi kontrak digital. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan 
pertentangan terhadap prinsip dasar etika profesi, melainkan memperlihatkan bahwa tantangan 
profesionalisme semakin beragam seiring perkembangan teknologi. Setiap kajian memberikan sudut 
pandang yang saling melengkapi untuk memahami persoalan tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini 
menggabungkan berbagai sudut pandang guna menjelaskan bahwa implementasi hukum dan etika 
profesi perlu dilakukan secara menyeluruh, baik dalam aktivitas profesional secara langsung maupun 
dalam pemanfaatan teknologi digital. Pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan pemahaman yang 
lebih utuh mengenai kebutuhan menjaga integritas di tengah perubahan secara berkelanjutan. 
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Berdasarkan keseluruhan hasil pembahasan, terwujudnya integritas dan tanggung jawab 
profesional di era digital membutuhkan keterpaduan antara kepatuhan hukum, penerapan kode etik, 
kompetensi, literasi digital, dan pengawasan yang konsisten. Setiap unsur memiliki peran yang saling 
mendukung dalam membentuk perilaku profesional yang dapat dipercaya. Kepatuhan hukum 
memberikan batasan tindakan, sedangkan etika membantu seseorang mempertimbangkan nilai moral 
ketika menghadapi persoalan pekerjaan. Kompetensi dan literasi digital diperlukan agar teknologi 
digunakan secara tepat, sementara pengawasan mendorong pelaksanaan tanggung jawab secara 
konsisten. Teknologi seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan 
profesionalisme, bukan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab moral maupun hukum. Dengan 
demikian, implementasi hukum dan etika profesi menjadi landasan menjaga kehormatan profesi serta 
membangun hubungan yang bertanggung jawab antara tenaga profesional, organisasi, dan masyarakat 
di tengah dinamika kehidupan masyarakat modern. 
  
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa implementasi 
hukum dan etika profesi memiliki peran penting dalam mewujudkan integritas dan tanggung jawab 
profesional di era digital. Hukum memberikan batasan dan pedoman dalam menjalankan pekerjaan, 
sedangkan etika profesi menjadi landasan moral dalam menentukan sikap dan tindakan. Prinsip 
kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kompetensi, independensi, serta kepatuhan terhadap kode etik 
perlu diterapkan secara konsisten. Penerapan prinsip tersebut tidak hanya menjaga kehormatan profesi, 
tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tenaga profesional dan lembaga yang 
menaunginya. Hal ini penting dalam menghadapi perubahan lingkungan kerja. 

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang bagi tenaga profesional untuk 
meningkatkan pelayanan, memperluas komunikasi, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. 
Namun, pemanfaatannya juga menghadirkan tantangan, seperti penyebaran informasi yang tidak benar, 
pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, pelanggaran hak cipta, serta risiko penggunaan teknologi 
otomatis tanpa pertimbangan manusia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan teknis perlu 
diimbangi dengan pemahaman hukum, literasi digital, dan kesadaran etis. Dengan demikian, teknologi 
dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan perlindungan hak, kepentingan 
masyarakat, dan nilai keadilan. Oleh sebab itu, adaptasi teknologi perlu disertai pertimbangan etis dalam 
setiap tindakan profesional. 

Untuk mewujudkan profesionalisme di era digital, diperlukan penguatan pendidikan etika 
secara berkelanjutan, penerapan kode etik, pengawasan yang independen, serta pemberian sanksi 
terhadap pelanggaran secara konsisten. Organisasi profesi dan lembaga pendidikan juga perlu berperan 
dalam membangun budaya kerja yang menjunjung integritas dan meningkatkan kemampuan digital. 
Selain itu, setiap tenaga profesional harus bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan informasi 
yang disampaikan, baik secara langsung maupun melalui media digital. Upaya tersebut diharapkan 
mampu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong terciptanya praktik profesional yang 
berintegritas, adil, dan bertanggung jawab pada lingkungan kerja dan organisasi profesi. 
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